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Selama PKPA di Apotek yang dilaksanakan secara online
(07-19 Juni 2021) dan praktek langsung di Apotek Siguragura,
Malang (20 Juni- 10 Juli 2021) dapat disimpulkan bahwa :

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker
tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker
dalam pelayanan kefarmasian apotek. Terutama tugas
Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian dan
memiliki peran dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan

farmasi klinis.

2. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk memiliki
wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman
praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di

apotek.

3. Memberikan bekal pemahaman bagi calon apoteker
tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai dalam praktik kefarmasian di

apotek

4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan
pekerjaan kefarmasian di apotek dan di masyarakat serta
solusi yang diberikan oleh seorang apoteker atas

permasalahan tersebut.
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5.2. Saran
Saran yang dapat diberikan selama PKPA di Apotek adalah:

1. Selama pelaksanaan PKPA di Apotek, waktu yang
diperlukan untuk praktik langsung selama 2 minggu bisa
dipertimbangkan untuk bisa lebih lama agar calon
Apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan

keterampilan dalam sistem di Apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif
dalam melaksanakan kegiatan PKPA agar dapat
memperoleh infromasi, pengetahuan, dan keterampilan
dalam pelayanan dan pengelolaan apotek guna
membekali diri ketika harus terjun di dunia kerja.

3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat membekali
diri dengan lebih baik dalam dasar pelayanan
kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru,
manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar
efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan
Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.
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